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PARMOUT MERCUSUAR — DPRD Kabupaten
(Dekab) Parigi Moutong (Parmout) mulai ‘
mewanti-wanti Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) di Kabupaten Parmout agar tidak panjar

kas. Pasalnya, panjar kas menjadi salah satu

temuan Badan Pemeriksa |
Keuangan (BPK) Perwakilan

Sulawesi Tengah.

Bahkan panjar kas tersebut
‘menjadi salah satu item yang
menyebabkan terjadinya dis-
claimer opinion bagi Kabupaten
Parmout pada tahun 2010. Tidak
tanggung-tanggung, panjar kas
yang menjadi temuan BPKRI pa-
da tahun 2010 mencapai Rp3,7
miliar.

Ketua Panitia Kerja (Pan]a)

Disclimer Dekab Parmout, As-
mir Ntosa, menegaskan, panjar
kas adalah ‘haram’ dan ilegal
karena melanggar mekanisme
anggaran.

“BPK menyampaikan seperti
itu. Jadi jangan lagi ada panjar
kas,” tegas

Asmir Ntosa ketika memimpin

rapat Panja yang menghadirkan

™
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www.harianmercusuar.com

pejabat Dinas Pendapatan, Pe-
ngelolaan Keuangan dan Aset
Daerah (PPKAD), Kamis (23/6).

Asmir mengingatkan kepada
pejabat Dinas PPKAD untuk
tidak lagi melayani SKPD mau-
pun pihak kinnya yang bermo-
hon panjar kas. “Kita harus bisa
menghilangkan opini disclaimer
ini. Minimal menguranginya
sehingga pada tahun mendatang
kita tidak lagi disclaimer;” jelas-
nya.

Sebelumnya, Kepal Badan Pe-
meriksa Keuangan (BPK) Perwa-
kilan Sulteng, Dadang Gunawan,
menegaskan, Panjar kas melang-
gar aturan karena sudah diluar
mekanisme APBD.

la menjelaskan, mekanisme

Longki Djanggola

pengeluaran APBD harus melalui
Surat Permintaan Pembayaran
(SPP) yang dikeluarkan benda-
hara. Kemudian disampaikan
kepada kepala SKPD setelah

-diverifikasi oleh Pejabat Penata-

usahaan Keuangan (PPK). Sete-
lah itu, disiapkan Surat Perintah
Membayar (SPM). Setelah di-
tanda tangani, lalu disampaikan
kepada Bendahara Umum Dae-
rah (BUD).

Setelah diverifikasi di BUD,

‘maka diterbitkanlah Surat Pe-

rintah Pencairan Dana (SP2D).
setelah itu SP2D tersebut dite-
rima bendahara dan dana dapat
dicairkan.

“Ini prosedur atau mekanisme
yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan. Diluar
mekanisme itu, berarti ilegal
Artinya tidak dibenarkan,” kata
Dadang.

Ia melihat, pemberian pan]ar
kas biasanya melalui cek tanpa
permintaan SPP dan pengajuan
SPM, sehingga banyak terjadi
kesalahan.

“Karena pencairannya tidak

sesuai ketentuan dan pertang-
gungjawabannya bermasalah,”
ujarnya.

‘la menegaskan, panjar kas
yang belum dipertanggungja-
wabkan adalah perbuatan korup.
Ia menyebutkan, ada temuan
panjar kas pada Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP) keuangan
Kabupaten Parmout pada tahun
2005 dan 2006. Panjar kas itu
menurut dia, sudah sulit untuk
dipertanggungjawabkan.

“Karena uangnya sudah dipa-
kai untuk kepentingan pribadi
dan biasanya sulit ditagih,”
tandasnya. ran
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